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PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

0lelt

RoSMERY ELsYE

Institut Pemerintahau Dalam Ncgeri

ABST RACT

f ocal levies, whtch ore hereinofter referred to levies [s local levies us payment for spesilic
LJservtces or special permints pravided and/or administered by the local government Jbr
the benefit of private persons or entities. Parking levy is one of revenue contributor to is in
Pekanberu Ciry the area's wich the most prominent.

Depqrtement of Revenue is one of the area's that manoging oll types of revenue and income
ond assetwealth ofthe areo. Specialfor the parking levy, managed directly by the Departement
of Transportation, Communicatiotl and Information. This is because the existing parking levy
our outskirts of the street and o publlc parking lot thqt ore directly collected dqily by the
tronsportation departement. And every doy transportotion agencies depositing proceeds as
income tax with holding to departement of Iocal revenue. This reseorch was conducted using
quqlitative descriptive methocls in accordqnce .tvith the fact the objectsare in the field. With
thls research is expected to note the contribution levyof porking services at the edge of a
public road in increasing locul revenue in Pekqnbaru City as well as what is being done by
the departement of trasportqtion, communication, ond inJbrmotics in improving services levy
general street parking.

Admission charges curbside parking servicesin general certqinlyvary each year depending
on the conditions that are in the area. Therefore whot is being done by the trasportation
depqrtement with the revenue deportement in increasing acceptance of the porking levy.

Keywords: local levies, mqnqgement, porking services

ABSTRAK

D etribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
l\pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi
parkir mcrupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah di Kota pekanbaru dan
merupakan penyumbang terbesar pendapatan asli daer-ah yang paling menonjol.
Dinas Pendapatan merupakan salah satu perangkat daerah yang mengelola semua jenis
penerimaan dan pendapatan kekayaan dan aset daerah. Khusus untuk retribusi parkir
dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. l{ai ini dikarenakan
retribusi parkir yang ada dipinggiran jalan dan tempat parkir umunr yang sifatnya harian
langsung dipungut oleh Diuas Perhubungan. dan setiap harinya dinas perhubungan
menyetor hasil pungutannya kepada dinas pendapatan sebagai perriapalan daerah.
Pcnelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sesuai clengan
fakta objek yang ada di lapangan. Dengan dilakukannya penelitiaD ini diharapkan dapat
diketahui besarnya kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalan
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meningkatkan pendapatan asli daerah cii Kota Pekanbaru serta upaya lrpa saja yang

dilakukan oleh Dinas Pcrhubungan, Komrtnikasi dan lnforntatika cialam meningkatkan
retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pcnerimaan retribusi pelayanan pa|hir di tepi jalan urnum pltsti berbeda-beda setiap
tahirn)rya tergantung l(ondisi yang berada tli daerarh. Maka dari itu upaya apa s.rja yang

dilakukan o)eh Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan da)am meniugkatkan
penelimaan retribusi pitrkir.

Kata kunci: pendapatan daet'ah, manajemen, pelayanan parkir

j
j
l

.

PENDAHUI,UAN

unculnya otonomi daeralt
menyebabkan terjad inya

pergeseran paradigma dan sistem
pemerintahan yang bersifat sentralisasi
mengarah kepada sistem pemerintahan
desentralisasi, yaitu dengan
memberikan keleluasaan kepada

daerah dalam mewujudkan daerah
otonom yang mandiri dan bertanggung
jawab untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan peundang-
undangan.

Persoalan yang sering kali muncul
dalam melaksanakan otonomi daerah
adalah prospek kemampuan pembiayaan
pemerintah daerah dalam rangka
melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai
penyelengga raan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat. Oleh karna itu penyelenggaraan

kegiatan pemerintah daerah senantiasa
terus meningkat, yang berdampak kepada
biaya kebutuhan anggaran yang harus
dised iakan bagi kepentingan tersebut.

Kebutuhan yang terus meningkat
dilakukan dalam upaya peningkatan
sumber-sumber potensi daerah yang

beldasarkan UU 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat
1 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan
bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerahl
bersumber dari:
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1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan

4. Lain-larn PAD yang sah

Retribusi daerah merupakan
pungutan daerah sebagai pemberian
atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan atau diberikan
oleh pemerintah. Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang
tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Perparkiran, bahwa dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dalam membiayai pembangunan daerah
secara menyeluruh dan untukmeningkatkan
pelayanan kepada masyarakat perlu
dilakukan upaya penggalian potensi daerah.

Retribusi parkir merupakan salah satu
jenis retribusi yang potensinya terdapat
di seluruh kabupaten/kota di Indonesia,
di mana retribusi parkir mempunyai
potensi yang besar bagi peningkatan dan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap
tahunnya lika di kelola dengan baik.

Kota Pekanbaru merupakan lbu
Kota dari Provinsi Riau memiliki potensi
yang begitu besar dalam hal pemungutan
retribusi parkir. lika dikelola dengan
baik dan dilihat dari sektor pemanfaatan
tempat atau lahan parkir sebagai sumber
pendapatan daerah dari Kota Pekanbaru.

nrr-f-^l ,i,l-^^l ,l^riydIlE \| |ud Pd (

dana Pendapatan Asli Daerah untuk



Komponen PAD

Tahun
20ro
(Rp

miliyar)

Tahun
2011
(Rp

miliyar)

Tahun
zo12
(Rp

miliyar)

Tahun
2013
(Rp

miliyar)

Tahun
2014
(Rp

miliyar)

Tahun
201s (Rp
miliyar)

Paiak Daerah I0,118 14 5,0 91 162,07 2 212,284 286,527 377,321

Retribusi Daerah 59,149 57 ,364 61,9 48 76.430 81,903 92.405

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

2,7 93 3,091 3,+7 5 4,215 5,011 6,91,8

Lain-lain PAD yang Sah 21,11 1 20,357 23,842 27 .336 33,620 40.147

Total 163,771 225,903 251,,337 320,265 407,055 576.791

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru

lRosmery Elsyel: Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir dalan ...

petnbangungan Kota Pekanbaru ter1tunya akan terwujud jika pemerintah daerah dapat
merrealisasikan target PAD menjadi anggaran yang terealisasi. Realisasi penerimaan PAD

Kota Pckanbaru adalah suatu gambaran yang menunjukkan kinerja Pemerintah Kota

Pek:rnbaru dalam memperoleh penerimaan dari berbagai sumber untuk dipergunakan
dalam pernbangLlnan Kota Pekanbaru.

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2 01 5 PAD Kota

Pekanbaru terus mengalami penikatan. Tabel tersebut menujukan Realisasi Pendapatan
yang termasuk dalam Pendapatan Asli Derah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2 015.

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daeralr Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014

Pada tahun 2015 penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru baru mencapai 51

persen dengan target Rp 14,2 M, akan tetapi realisasinya baru mencapai Rp 7,2 M, hal ini
disebabkan karena masih kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir di lapangan,

kemudian salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan retribusi parkir, yakni masih
banyaknya lokasi parkir liar dan operasionalnya menyimpang dari aturan dan belum terdata,
sehingga penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru belurn maksimal jika dilihat dari
potensi yang ada. Terkait dengan permasalahan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dapat
dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2

Tarset dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Pekanbru Tahun 2010-2015

No. Tahun
Target

(dalam rupiah)
Realisasi

(dalam rupiah)

1 2 010 4.562.261,.000 5.036.522.500
2 2071 5.799.996.000 4.983.487.000
3 2012 5.799.996.000 5.r52.778.000
4 2013 7.000.000.000 5.353.190.000
5 6.200.000.000 6.123.065.000
6 2015 14.273.100.000 7.202.555.000

Sumber: UPTD Parkir Kota Pekanbaru,2015
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Sesuai dengan data di atas

dalam lima tahun terakhir bahwa

terdapat keti dakmaksimalan dal attl

pelaksanaan retribusi pelayanan p arki r

di Kota Pekanbaru. Penerimaan daerah

khususnya di Kota Pekanbaru dalam hal

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan

umr:m dikatakan memenuhi target jika

sudah mencapai 990lo dari target yang

ditentukan dari Dinas Perhr.rbungan

Komunikasi dan lnfomartika Kota

Pekanbaru. KurangnYa Pengawasan
dalam proses Pemungutan iuga

mengakibatkan banyaknya parkir-parkir
liar yang tidak terkoordinir secara

sistematis, sehingga tidak ada laporan

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas tersebut,

maka penulis merumuskan masalah

penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan

retribusi parkir di Kota Pekanbaru?

2. Faktor-faktor apa saja YanB

menghambat Penerimaan retribusi
parkir di Kota Pekanbaru?

3. Upaya apa saja Yang dilakukan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika dalam meningkatkan
penerimaan retribusi Parkir?

Tuiuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan
pengelolaan retribusi parkir di Kota

Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor
yang menghambat dan mendukung
penerimaan retribusi Parkir'

3. Untuk mengetahui upaya

Dishubkominfo dalam menir.rgkatkan

penerimaan retribusi parkir.

TINJAUAN TEORITIS

Pengelolaan

Menurut Moekiiat dalam adisasmita

(20 1, 1:2L) mengatal(an bahwa pen gelolaan

merupakan rangkaian kegiatan yang

rneliputi perencanaan, penSorganisasian,

petunjuk, pelaksaan, pengendalian dan

pengawasan.

Menurut Balderton dalam adisasmita

(2017:21), mengemukakan bahwa istilah

pengelolaan sama dengan manaiemen,

yaitu menggerakan, mengorganisasikan,

dan mengarahkan usaha manusia untuk

manfaatkan secara efektif, material dan

fasilitas untuk mencapai tuiuan.

Berdasarkan pendaPat Para ahli di

atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

merupakan suatu bagian dari manajemen

yang di dalamnYa terdapat fungsi

manajemen, yaifi plonning, organizing'

controling, yang di mana seluruhnya

digunakan untuk mencapai tujuan secara

efektif dan efesien.

Retribusi Parkir

Retribusi secara umum adalah

pembayaran kepada daerah yang dilakukan

oleh mereka yang menggunakan iasa-jasa
daerah, yang merupakan iuran kepada

pemerintah yang dapat dipaksakan dan

jasa balik yang secara langsung dapat

di tunjuk. Sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di Indonesia saat inl
penarikan retribusi hanya dapat dipungut
oleh pemerintah daerah, Jadi retribusi yang

dipungut di Indonesia dewasa ini adalah

retribusi daerah.

Menurut Marihot P Siahaan [2014:6J
retribusi daerah adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas iasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh
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pemerintah daerah uutuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut lJndang-Unclang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Peritnbaugan Dana

Pusat dan Pemerntah Daerah yang termuat
dalam Pasal 8 dalam pengertiannya
Pendapatan Asli Daerah [PAD) adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah

bersumber dari hasil pajak daerah,

hasil retribr-rsi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
pendapatan asli daerah yang sah, yang

bertujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam menggali potensi
setiap daerah.

Menurut Djaenuri {2072:88)
menyatakan bahwa " Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Adalah penerimaan yang

diperoleh daerah dan sumber-sumber
dalam wilayah sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan perarutan perundang-undangan
yang berlaku"

Sedangkan menurut Darise [2009: 48)
Pendapa tan Asli Daelah adalah:

"Pendapatan Asli Daerah merupakan
sumber penerimaan sendiri perlu
ditingkatkan agar dapat menanggung
sebagian beban belan jayang diperlukan
untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan kegiatan pembangunan yang

setiap tahun meningkat sehingga
kemandirian otonomi daerah yang

luas, nyata dan bertanggung lawab
-l ^-^+ r:l ^ | -^^ - ^ l,^ -r)ud pdr u 

'rdr,rdr 
rdn d'r .

Berdasarkan pendapat para ahli di
atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan
Asli Daerah digunakan untuk membangun

serta menjalankan roda pemerintahan
pada suatu daerah yang berasal dari pajak
dan retribusi ataupun perrerimaan yang

sah lainya yang di pungut berdasarkan
peraturan daerah dan sesuai peraturan
peraturan perundangan-undangan yang

berlaku.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dengan mengarah pada metode
tersebut maka penulis dapat melakukan
pengumpulan data dengan cara-cara
berikut ini:

1. Mctode Observasi

Observasi dalam penelitian ini
kemudian menggunakan observasi
tidak berstruktur hal ini dilakukan
penulis, bahwa karena penults tidak
tahu secara pasti tentang apa yang akan
diamati. dalam melakukan pengamatan
penulis tidak menggunakan instrumen
yang telah baku, tetapi hanya berupa
rambu-rambu pengamatan.

2. Metode wawancara

Sebagai instrumen wawancara dalam
penelitian ini, penulis menggunakan
view guide atau pedoman wawancara
sebagaimana terlampir. Adapun
informan yang dipilih adalah orang-
orang yang dianggap mengerti secara
jelas tentang permasalahan penelitian,
yaitu perangkat penyelenggaraan
pelayanan pada saat penelitian
berlangsung.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono [2014: 396),
Dokumentasi merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu dapat
berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental. Menurut
Riduwan (2072:37) dokumentasi
adalah ditunjukkan untuk memperoleh
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data langsung dari tempat penelitian,
meliputi buku-buku yang relevan.
peraturan-peraturan, laporan kegiatan,
foto-foto, film docr.rmentel data yallg
relevan penelitian.

Teknik Analisis Data

Menul'ut Miles and Huberman

[1984] dalam Sugiyono (2074:337),
mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data,
yaitu data reduction, data disp/ay, dan
c o n clu s i on d r aw i n g /v e rifi ca ti o n.

1. Data Reduction (Reduksi DataJ

2. Data Display (Penyajian Data)

3, Conclusion
(Simpulan)

Drawing/verification

PEMBAHASAN

Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi
falan Umum.

MenurutTerry (2006: 11), merumuskan
fungsi pengelolaan, yaitu "Perencanaan

Qt I a nning ), Pengorganisasian forg ani zing),
Pelaksanaan (dctuating), Pengawasan
(contorlling)'l Penjelasan mengenai
Pengelolaan Retribusi Parkir akan
dijelaskan pada sub bab sebagai berikut:

> Perencanaan Pengelolaan Retribusi
Parkir di Tepi Jdlan Umum.

Menurut Darise (2 009:2l, "Perencanaan

adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia". Sejak
dikeluarkannya Undang-undang Nomor
2B Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota
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Pekanbaru telah mempersiapkannya mulai
dari Peraturan Daerah sampai dengan
sarana dan Drasarana.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah
nrerencanakan mulai tahun 2010 yang

cliarvali dengan memberikan suat!
terobosan dalam pegelolaan retribusi
parkir di tepi jalan umum ini dengan
bekerja sama dengan pihak ke ketiga
atau swasta untuk mengelolah seluruh
potensi parkir di tepi jalan umum yang ada

sehingga dapat meningkatan pendapatan
yang maksimal dari retribusi parkir di tepi
jalan umum, kemudian menyiapkan sarana
dan prasarana yang menunjang untuk
pengelolaan perparkiran dan melakukan
penyuluhan dan sosialisasi terhadap
petugas parkir agar dapat meningkatkan
pendapatan daerah dari retribusi parkir di
tepi jalan umum ini.

Seperti pada Gambar 1 dijelaskan
bahwasannya perencanaan pengelolaan
retribusi parkir ditepi jalan umum harus
diawali dengan perencanaan yang baik
di mana perencanaan ini merupakan
awalan bagi seluruh kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh badan/dinas terkait.
dalam rangka pengelolaan retribusi parkir
di tepi jalan umum ini pendanaan adalah
hal terpenting dari proses perencanaan
di mana kesiapan pemerintah daerah
dalam menyiapkan sarana dan prasarana
kemudian menyiapkan sosialisai bagi
petugas parkir dan pembuatan karcis
parkir merupakan hal yang tidak murah
oleh karna itu aspek pendanaan dari
pemerintah daerah sangat diperlukan dalan
mencapai suatu tujuan dari organisasi
untuk mencapai tujuannya. Sosialisasi yang
dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Pekanbaru adalah
bertujun untuk agar petugas parkir
yang telah dilakukan sosialisasi dan

mendapatkan pembinaan dapat membantu
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Gambar 1

Hal-Hal yang Perlu Dipersiapkan Pemerintah Kota Pekanbaru 'Ierkait dengan Perencanaan

Pengelolaan Retribusi Parkir (Sumber: Peraturan Daerall Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2009J

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Pekanbaru dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

I Pengorganisasian Pengelolaan
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal
ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika mempersiapkan sumber daya

manusia yang kompeten untuk mengisi pos

jabatan yang sesuai dengan kopetensi yang

drmiliki dengan mengerahkan sumber daya

manusia yang telah dijelaskan pada tahap
perencanaan.

Kondisi sumber daya manusia yang

diberdayakan pada UPTD Perparkiran
Berjumlah 7 [tujuh) orang berpendidikan
terakhirnya ialah Sekolah Menengah Atas

ISMAJ, 3 (Lima) orang dan Sarlana 4 [satuJ
orang yang artinya pelaksanaan dalam

mengelola retribusi parkir di tepi jalan

umum masih kurang pada sumber daya

manusia, yang di mana dari segi jumblah

maupun tingkat pendidikan nya. Hal lni
berpengaruh terhadap kinerja produktivitas
dari Dishubkominfo Kota Pekanbaru yang

kurang maksimal dalam melaksanakan

tugas. dalam hal ini Dishubkominfo
melakukan pelatihan bagi seluruh staff
UPTD Perparkiran agar seluruh staff dapat
meningkatkan kemampuan agar seluruh
tuiuan dari organisasi dapat tercapai secara

efektif dan efisien.

I Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi
Parkir di Tepi jalan Umum.

Menurut Terry (2006:313) actuacting
atau pelaksanaan adalah:

"Merupakan usaha untuk menggerakan
anggota-anggota kelompok demikian
rupa hingga mereka berkeinginan dan

berusaha untuk mencapai sasaran-
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sasaran anggota-anggota perusahaai)

tersebut oleh karena para anggota

itu ingin mencapai sasa ralt-sas aral.l

tcrsebut':

Segala aktivitas persiapan Kota

Pekanbaru dalam proses pemungutan

retl'ibusi parkir di tepi jalan umum
dilakukan dengan berbagai keria sama

dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak
swasta PCP dan lainya sebagai pengelola
parkir di tepi jalan umum. Selain itu,
Pemerintah Kota Pekanbaru juga bekeria
sama dengan Bank Riau Kepri unttrk
pembukaan rekening retribusi parkir di
tepi jalan umum. Dengan begitu, tujuan
Pemerintah Kota Pekanbaru akan berjalan
dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan pengelolaan retribusi
parkir di Kota Pekanbaru telah diatur di
dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 3 Tahun 2009 yang di mana dengan

melakukan kerja sama terhadap pihak-
pihak yang terkait akan mempermudah
dalam proses pelaksanaan pengelolaan

retribusi parkir di tepi ialan umum dapat
berjalan dengan baik dan lancar.

I Pengawasan Pengelolaan Area
Parkir di tepi Jalan Umum.

Menurut Terry (200 6:39 5J

pengawasan adalah "Mendetermasi apa

yang telah dilaksanakan, maksudnya
mengevaluasi prestasi kerja dan apabila
perlu, menerapkan tindakan-tindakan
korektif sehingga hasil pekeliaan sesuai

dengan rencana yang ditetapl(an".

Pengawasan merupakan salah satu hal
penting yang dilakukan untuk mengontrol
dan mengendalikan keadaan agar tidak
menyimpang dari apa yang diharapkan.
Dishubl<omrnfo Kota Pekanbaru juga

melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemungutan perparkiran
di area-area parkir pada Kota Pekanbaru.
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Seperti yang dikatakan Kasubbag UPTD

parkir pada 24 januari 2076'.

"Salah satu langkah yang kami arnbil

dalam nremninimalisir pelanggaran

di lapangan ya dengan pengawasan,

memang dengan jurnlah staff yang

sedikit agak sulit untuk melakukan
pengawasan pada area-area parkir ini
untuk bisa mendapatkan hasil yang

maksimal dalam hal meningkatkan
pendapatan retribusi parkir ini dan

sesuai dengan target."

Berdasarkan wawancara di atas bahwa
pengawasan dilakukan dengan melihat dan

memantau pelaksanaan juru parkir dan
para koordinator parkir dalam menjalankan
tugasnya sebagai ujung tombak pemungut
retribusi parkir di tepi jalan umum pada

Kota Pekanbaru.

Mekanisme Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi |alan Umum.

Pengelolaan pemungutan retribusi
parkir di tepi jalan umum yang dilakukan
oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika, yaitu dengan langsung
memungut pada juru parkir yang berada
dalam wilayah tugas iuru parkir tersebut.
Namun setelah dilakukan evaluasi
ternyata hasil yang dicapai tetap sama

dan belum ada peningkatan pendapatan

dari sektor ini secara signifikan. Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Pekanbaru melakukan terobosan
dengan mencoba melakukan lelang parkir
kepada pihak swasta untuk melakukan
pemungutan pada wilayah parkir di
tepi jalan umum namun masih belum
berhasil juga mendapatkan titik terang.
Berdasarkan penjelasan yang di dapatkan
dapat diketahui bahwa usaha Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Pekanbaru untuk melakukan lelang
terhadap pihak yang bersedia melakukan
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pemungutan rctribusi parkir di tepi jalan

umum mengalami sedikit hambatan,
lelang tersebut menghalami hambatan'
karena bertentangan dengln Peraturar)
Perunclang-undangan yang ada. Kemudian
agal lebih efektif dan efisien Kepaia Dinas
Perhubungan, Konrunikasi dan Infbrmatika
Kota Pekanbaru mengubah nama lelang
menjadi kerjasama. Di mana Pihak Ketiga
ditawarkan untuk melakrikan pemungutan
retribusi parkir di tepi jalan umum pada
wilayah parkir di tepi jalan umurn terbagi
ke dalam masing-masing area, namun hal
ini belum membuahkan hasil dikarnakan
masih baru dilaksanakan dan proses masih
berlangsung,

Biaya retribusi parkir yang telah
ditetapkan dalam Peraturan daerah
Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Perparkiran yang di dalamnya memuat
biaya retribusi parkir di tepi jalan umum
pada Kota Pekanbaru yang dapat dilihat
dalam tabel berikut.

Tabel4
Biaya Retribusi Parkir di Tepi lalan Umum

di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.3
Tahun 2009

NO lenis KendaIJan
Besarnya Tarif

Retribusi
1. Kendaraan Roda

2 (dual
Rp 100o/kend/
parkir

2. Kendaraan Roda
4 fempatl

Rp 2000/kend/
parkir

3. Kendaraan di
atas roda 4
IemDatl

Rp 3000/kend/
parkir

Sumber: Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun
2009

Setiap pemungutan retribusi parkir
telah dislapkan koordinator yang bertugas
untuk memungut retnbusi parkir, dalam
hal ini pengisian koordinator parkir yang

nantinya ditawarkan kepada pihak-pihak

yang bersedia melakukan pemungutan
retribusi parkir di tepi jalan umr-rm tersebut
sebagai koordinator parkiryang di tetapkan
tersebr.lt,

Pemohon y:rng ingin mencoba tiap-
tiap area parkir haruslah terlebih dahulu
membuat surat permohonan untuk
melakukarl pemungutan. retribusi parkir di
tepi jalan umum pada area parkir yang di
sampaikan kepada Kepala UPTD Perparkiran,
setelah itu pemohon selaku pihak kedua
membuat surat perjanjian untuk melakukan
pemungutan retribusi parkir di tepi jalan

umum pada area parkir tersebut sesuai
dengan prosedur dan peraturan yng telah
ditetapkan. Selanjutnya pemohon tersebut
yang kemudian disebut koordinator parkir
diberi surat penunjukan sebagai petugas
pemungutan pada area parkir tersebut.

Berikut ini adalah bagan proses
perizinan men jad j koordinator parkir:

Gambar 3

Bagan Proses Perizinan Menjadi Koordinator
Parkir (Sumber: Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru No.3 Tahun 2009)

Dari gambar di atas menjelaskan
bagan dari proses perizinan untuk menjadi
koordinator parkir. Koordinator parkir
sebagai petugas pemungut retribusi parkir
di tepi jalan umum pada area-area tertentu
berdasarkan perjanjian yang dilakukan

Surat Penunjukan sebagai
petugas pemungut parkir
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dengan Kepala Dinas Perhubungan,

Komuniliasi dan lnformatika selaku pejabat

yang ditunjuk melakukan pemungutal.l

retribusi di tepi ialan tlmum oleh

pelimpahan wewenang dari Walikoia Kota

Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor B Tahun 2008 tentang

Tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
memiliki kewaliban sebagai berikut.

1. Menyetorkan retribusi parkir di tepi
jalan umum Pada Yang ditentukan
per bulan ke kas daerah melalui
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Pekanbaru;

2. Memungut retribusi parkir di tepi
jalan umum pada area yang ditentukan
dengan tarif sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun

2009 tentang PenYelenggaran dan

Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota

Pekanbaru;

3. Mengatur dan menata kendaraan yang

parkir agar rapi dan tidak mengganggu

arus lalu lintas di sekitarnYa;

4. Melarang pengemudi memarkir
kendaraan pada tempat-tempat yang

tidak diperuntukkan untuk Parkir;

5. Memperkerjakan petugas parkir yang

sudah terdata pada areayang ditentukan
di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Pekanbaru;

6. Menanggung biaya operasional atas

pelaksanaan pekerjaan pemungutan

retribusi parkir di tepi jalan umum yang

menjadi tanggung jawabnYa;

7. Menyediakan sarana dan prasarana

para pembantu Petugas Pemungut
retribusi parkir dalam melaksanakan

tugas-tugasnya;

8. Membayar upah minimal sesuai dengan

upah minimal Kota, tunjangan hari raya

dan premi asuransi sosial tenaga kerja'

to2

Sedangkan hak koordinator Parkir
selaku petugas pemringut retribusi parkir

di tepi jalan umum pada area yang telah

ditentukan adalah:

1. Memungut retribusi parkir di tepi

jalan umum atas nama Drshubkorninfo'

selaku pihak pertama kepada setiap

pengemudi l<endaraan bermotor yang

parkir pada zona parkir yang ditentukan
atas pelayanan yang telah diberikan

sesuai dengan ketentuan peraturan

daerah yang mengatur tentang retribusi
parkir di tepi jalan umum;

2. Mendapatkan jaminan bahwa

kewenangan memungut retribusi
parkir di tepi ialan umum adalah benar-

benar kewenangan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan lnformatika selaku

pihak pertama dan tidak ada pihak lain

yang mempunyai kewenanSan tersebut;

3. Menerima hasil oPerasional
pemungutan retribusi parkir di tepi

. jalan umum setelah dikurangi dengan

jumlah retribusi yang harus disetorkan
ke Kas Daerah sebesar yang disebutkan

dalam perianjian.

Secara sederhana mekanisme

pemungutan retribusi parkir di tepi jalan

umutn di Kota Pekanbaru dapat penulis

paparkan dan saiikan sebagaimana dalam

gambar 4.

Dari gambar 4 tersebut dapat dilihat
bahwa masyarakat yang menggunakan
jasa parkir mempunyai kewajiban untuk
membayar retribusi parkir kepada petugas

parkir, disertai dengan tanda bukti karcis

retribusi parkir dari petugas parkir.

Selanjutnya petugas parkir mempunyai

kewajiban menyetor kepada koordinator
parkir untuk disetorkan kepada UPTD

Perparkiran Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota

Pekanbaru. Bagi petugas parkir yang tidak
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Cambar 4

Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir di'IepiJalan Umum Tahun 2015

[Sumber: Pcraturern Daerah Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2009J

memiliki koordinator maka langsung
menyetor ke UPTD Perparkiran Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Pekanbaru. dari UPT Perparkiran
secara administrasi melaporkan ke Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Pekanbaru selaku atasan

langsung, sedangkan penyetoran retribusi
parkir tersebut ke kas daerah yang dikelola

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota
Pekanbaru melalui rekening Bank Riau
Kepri Kota Pekanbaru. Untuk penyetoran
dilaksanakan dalam setiap bulan dapat
disetorkan setiap hari ataupun tergantung
pemasukan dari koordinator/petugas
parkir dengan perhitungan target bulanan.

Tabel 5

Bendahara Penerimaan Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan

lnformatika Kota Pekanbaru

Kaordinator Retribusi

Lapangan ( Juru

Pungut)

.Juru Parkir/ Koordinator

Setoran Rata-rata Perbulan Retribusi Pelayanan Parkir Tahun 2016

NO Zona Parkir Rata-rata setoran PERBULAN

1 Deparr ra mlva na dan sekitarnya Rp 7.500.000/Bulan

2 Bassmen Ramayana Rp 5.000.000 /Bulan
3 Deoan Mall SKA dan sekitarnva RD 5.000.000 /Bulan
4 Pasar Bawah Rp 5.000.000/Bulan
5 Pasar Pagi dan sckitarnya Rp 13.500.000 /Bulan
6 Pasar Cikpuan dan sekitarnya Rp 2.5 00.000/Bulan
7 Depan Mrll Pekanbaru dan sekil.arnya RD 5.000.000 / Bulan

8 Il. Ronggo Warsito dan sekitarnya Rp 2.000.00 0 / B ula n

9 DeDan Plaza Citra dan sekitarnva Rp 2.500.000/ Bulan

lumlah Rp 48.000.00 0 /Bulan

Sumber: UPTD Perparki:an Dishubkominfo 2015
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Berdasarkan tabel di at:ls dapat

ciilihat rata-rata kotor perbulan yaug

merupakan hasil peniungutan retribusi

parkir di tepi jalan umum pada l(ota

Pekanbartt. Perhitungan ini didapatkan

dari perhitungan kotor yang dilakukan oleh

UPTD Perparkiran sebagai bahan acuan

untpk mencaPai target realisasi.

C, Hambatan Yang Ditemui

Pelaksanaan UPTD PerParkiran

memiliki beberapa kendala yang secara

langsung ataupun tidak langsung

menghambat upaya dalam peningkatan

pemungutan dan proses pengelolaan

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan

umum ini, dimaana kendala-kendala

tersebut akan diielaskan pada sub bab

selanjutnYa.

- Sumber DaYa Manusia

Sumber daYa manusia meruPakan

sumber daya hidup yang menjalankan

tugas dari organisasi untuk mencapai

tujuan organisasi' Jelas tentunya tanpa

sumber daYa manusia maka suatu

organisasi tidak akan dapat berjalan

untuk mencaPai tujuan organisasi

tersebut. dalam rangka pengelolaan

retribusi Parkir tentu sumber

daya manusia Yang melaksanakan

pengelolaan ini sangatlah dibutuhkan

karena manusialah yang menialankan

dan melakukan mekanisme dalam

melaksanakan pemungutan retribusi
p arkir.

Upaya dalam Meningkatkan
Pendapatan Retribusi PelaYanan

Parkir
Upaya yang dilakukan untuk mencapai

suatu hal yang maksimal yang dilakukan

Dishr.rbkominfo Kota Pekanbaru dalam

hal meningkatkan Pendapatan darl

sektor retribtlsi parkir ini adalah dengan

melakukan intensifikasi terhadap objek

pendapatan daerah, yaitu dengan cara

melakukan efektivitas dan efisiensi sumber

atau objek pendapatan daerah. Karena

itu dalam upaya peningkatan haruslah

diiringi dengan bfisien dan efektivitas

serta tindakan yang profesibnal dan sesuai

dengan peraturan Yang berlaku.

Menurut Adisasmita [2011:111)
secara umum, upaya yang perlu dilakukan

oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

meningkatkan pendapatan daerah melalui

intensifikasi pemungutan paiak daerah

dan retribusi daerah, antara lain dapat

dilakukan pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah, dengan cara-cara berikut'

1. Memperluas basis Penerimaan.

Tindakan Yang dilakukan untuk

memperluas basis Penerimaan
yang dapat diPungut oleh daerah,

yang dalam Perhitungan ekonomi

dianggap potensial antara lain, yaitu

mengidentifikasi PembaYar Palak
dan retribusi Yang Potensial dan

jumlah pembayar paiak dan retribusi

memperbaiki basis data objek

menghitung Potensi dan kapasitas

penerimaan dari setiap ienis pungutan'

2. Memperkuat Proses Pemungutan.

Upaya Yang dilakukan dalam

memperkuat proses pemungutan, yaitu

antara lain mempercepat penyusunan

perda, mengubah [menYesuaikan]
taril Khususnya tarif retribusi dan

peningkatan kemamPuan SDM

3. Meningkatkan Pengawasan.

Pengawasan harus ditingkatkan, antara

lain dengan melakukan inspeksi secara

dadakan' dan berkala, memPerbaiki

proses Pengawasan, meneraPkan

sanksi terhadap penunggak paiak dan

sanki terhadaP Pihak fiskus, serta
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meningkatkan pembayaran pajak dan
pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Menlngkatl<an efisiensi administrasi
clan menel<an biaya pemungr.ltan.

Tindahan yang dilakukan oleh daerah,
yaitr antara lain memperbaiki
proscclur administrasi pajak melalui
penyederhanaan adninistrasi pajak,

meningkatkan efisiensi pemungutan
dari setiap jenis pemungutan.

5. Menlngkatkan kapasitas penerimaan
melalui perencanaan yang lebih terarah.

Hal ini dapat dilakukan dengan
meningkatkan koordinasi dengan
instansi terkait di daerah.

Demikian pula dengan apa yang terjadi
pada daerah-daerah yang berdasarkan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang memberikan kewenangan
kepada daerah untuk memungut pajak
dan retribusi daerah sebagai sumber
keuangan daerahnya yang merupakan
salah satu Pendapatan Asli Daerahnya.
dalam pemungutan pajak dan retribusi
tersebut tentunya daerah menginginkan
hasil yang optimal dan terbaik di dalam
pelaksanaan pemungutan pajak dan

retribusi tersebut sehingga pendapatan

daerah dari sektor pajak dan retribusi
mendapatkan hasil yang maksimal yang

dapat berguna untuk penyelenggaraan

daerahnya dan pembangunan daerahnya
demi memanjukan kesejahteraan
masyarakatnya.

Demikian juga Kota Pekanbaru yang

mengandalkan sektor retribusi daerah
sebagai salah satu primadona dalam
sumber keuangan daerah Kota Pekanbaru,
salah satunya adalah retribusi pelayanan

parkir yang merupakan objek penelitian
yang dilaksanakan oleh penulis. Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika

Kota Pekanbaru selaku dinas yang ditunjuk
oleh Daerah Kota Pekanbaru di dalam
mengelola sektor retribusi pelayanan
juga tentunya dituntut untuk mencapai
target yang optimal dari sektor retribusi
pelayanan parkir tersebut. Melalui
UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota

Pekanbaru upaya peningkatan pemul.lgutan

dari sektor retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum semakin digalakan guna

memaksimalkan pendapatan daerah dari
sektor retribusi pelayanan parkir di tepi
jalan umum ini.

UPTD Perparkiran telah melakukan
upaya-upaya pengelolaan untuk
meningkatkan pemungutan retribusi
parkir di tepi jalan umum yang bertujuan
untuk memaksimalkan penerimaan dari
sektor retribusi parkir di tersebut, sebagai

berikut:

1. Pemberian Tanggung Jawab
Pemungutan Retribusi Pelayanan

Parkir Kepada Pihak Ke-3 {swasta).

Pemerintah daerah dapat mengajak
bekerja sama badan-badan tertentu
karena profesionalismenya layak
dipercaya untuk ikut melaksanakan
sebagian tugas pemungut retribusi
agar lebih efisien. Swasta atau
perseorangan yang bersedia
melakukan pemungutan retribusi
parkir pada wilayah parkir yang telah
ditentukan berdasarkan perjanjian
yang dilakukan dengan Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika selaku pihak yang

diberikan tanggung jawab untuk
mengelola retribusi parkir oleh
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Dengan pemberian tanggung jawab
kepada pihak ke tiga ini rnaka
sesuai dengan perjanjian pihak ke

tiga berkewajiban menyetorkan
-^-.1^^^*^- .l^ -:penoaparan oan pemunguran
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retribusi pelayanan parl<ir di tepi
jalan umum pada wilayah parl<ir yang
telah ditentukan yang jumlahnya
telall diterrpl(rrr rl.rllm perj:tnjirn
dengan Kepala D inas Perhubungan,
Komunikasi dan Inforrnatii<a Kota
Pekanbaru. Dengan demikian maka
besaran pendapatan sektor retribusi
parl(ir di tepi jalan umum ini telah
memiliki ketetapan dan kejelasan
karena di dalam perjanjian yang
dilakukan telah ditetapkan jumlah
yang harus di setor dan tidak boleh
dikurangi.

Dengan adanya pengelolaan pihak
ketigaini makamekanisme pen gelolaan
pemungutan parkir juga menjadi lebih
baik karena bukan hanya membuat
mekanisme pengelolaan pemungutan
menjadi lebih efisien dan efektif hal ini
juga sebagai salah satu kontrol yang
dapat meminimalisir kecurangan-
kecurangan yang dilakukan oleh
oknum-oknum tertentu terutama pada
juru parkir yang terkadang melakukan
kecurangan dengan menyetor tidak
sesuai dengan pendapatan yang
dihasilkan dari retribusi parkir.

2. Penertiban Parkir Liar

Parkir liar menjadi suatr.l hal
yang menghambat maksimalnya
pendapatan yang diharapkan dari
sektor retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum ini. Karena dengan
adanya parkir liar maka subjek
retribusi parkir di tepi jalan umum
yang seharusnya membayarkan uang
jasa retribusi atas sarana parkir yang
dipakai kepada juru parkir resmi
darr men jadi sumbel penerimaa
daerah menjadi tidak terlaksana
karena uang jasa retribusi tersebut
dibayarkan kepada juru parkir liar
yang menggunakan sarana parkir liar

untuk kepentingan pribadi. Bentuk
parkir liar di sini di antaranya adalah
adanya oknum yang tidak bertanggung
jalvab menarik uang jasa parkir untuk
kepentingan sendiri pacla titik parkir
yang ada. Ataupun menjadikan lah4n
kosong milik pribacli atau milil< orang
lain yang ada pada tepi jalan umum
menladi lahan parkir dan mengambil
keuntungan untuk pribadi dari hasil
upah pembayaran parkir.

Penertiban parkir liar dilakukan
jika ditemukan adanya pelaksanaan
parkir liar oleh oknum-oknum
yang tidak bertanggung jawab yang
biasanya dilakukan oleh preman-
preman yang merasa dirinya adalah
penguasa daerah tersebut. Penertiban
parkir liar ini biasanya dilakukan
dengan cara kekluargaan oleh pihak
UPTD Perparkiran terhadap para
oknum pembuka parkir liar tersebut
dan memberi penjelasan bahwa
wilayah parkir tersebut adalah
wilayah yang menjadi kewenangan
Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika untuk mengelola
perparkiran di wilayah tersebut.
Seperti yang dikatakan Bapak
Sarwono Pada 27 Januari 2016 "Kalau
ada preman yang berulah lagi ya kita
datangi dek, kita kasih penjelasan
secukupnya sampai mereka mengerti
dek, kadang kita minta bantuan pol.

PP Polisi Pamong Praja juga, dan juga
menjalin kerja sama dengan pihak
Kepolisian untuk menghadapi aksi
dari preman-preman itu".

3. Survey terhadap Area parkir

Survey dilakukan terhadap area-area
parkir apabila terdapat pertambahan
atau perubahan kondisi di area
parkir di Kota Pekanbaru. Survey ini
dilaksanakan oleh tim survey yang
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4.

terdiri dari bcberapa instansi yang
berbeda, di antaranya dari Dinas
Penclilpatan Keuangan dan Aset
D aerah.

Survey ini ditunjukkan untnk
menget:lhui pembaharuan keadaan
dan mengetahui potensi dari
pembaharuan keadaan tersebut
terhadap area-area parkir di tepi jalan
umuin di Kota Pekanbaru yang akan
mcnghrsilkln estimtsi penerimlln
yrng baru prda area parkir di tcpi
jalan umum tersebut sehingga dapat
menentukan target pendapatan dari
sektor retribusi parkir di tepi jalan
umum sesuai area yang telah di survey
dan juga survey dilakukan pada
saat akan mengadakan penzonaan
pada wilayah parkir yang berpotensi
menjadi objek retnbusi parkir di tepi
jalan umum di Kota Pekanbaru.

Pembinaan terhadap Para luru Parkir
dan Koordinator Parkir.

Pembinaan di sini berarti para
pegawai UPTD Perparkiran melakukan
pemantauan, pemberian sosialisasi,.
pemberian penjelasan, menata
para juru parkir dan koordinator
parkir (pihak Ketiga) apabila ada
pelanggaran atau kurang teraturnya
hal-hal yang menyangkut masalah
perparkiran pada tiap-tiap area
tertentu. Pembinaan ini dilaksanakan
secara berkala oleh pegawai UPTD
Perparkiran Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kota
Pekanbaru dalam rangka menata dan
melakukan perbaikan pada keadaan-
keadaan yang tidak sesuai ataupun
kurang sesuai agar terjadi kesesuaian
dan keseragaman dalam pengelolaan
retribusi parkir di tepi jalan umum
pada tiap-tiap area parkir yang ada
pada Kota Pekanbaru.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpu lan

Berdasarkan uraian yang telah
clijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya
mengenai Pengelolaan Retribusi pelayanan

Parkir di Kota Pekanbaru provinsi Riau,
maka penulis dapat mengambil sirnpulan
sebagai berikut.

1. Mekanisme pengelolaan retribusi
parkir di Kota Pekanbaru yang di atur
oleh Peraturan Daerah Kota pekanbaru

Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan dan pengelolaan

Perparkiran yang mana pemungutan
retribusi parkir sebagian diserahkan
kepada pengelola dengan sistem
kontrak.

2. Hambatan yang ditemukan antara lain
adalah:

- Sumber daya manusia yang
masih kurang dari iumblah yang
dibutuhkan dan juga kualitas
sumber daya manusia yang belum
kompeten.

3. Upaya dalam meningkatkan
pendapatan retribusi pelayanan parkir
di antaranya:

a. Memberikan tanggung jawab

[privatisasiJ pemungutan retribusi
parkir ditepi jalan umum kepada
pihak ke tiga.

b. Menertibkan parkir liar yang
dilakukan oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab.

c. Survey yang dilakukan secara
berkala terhadap area parkir yang
mengalami perubahan potensi
dan terhadap lokasi parkir yang
dilakukan penzonaan.

d. Melakukan pembinaan terhadap
para koordinator parkir dan juru
parkir.
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Saran

Berdasarkan simpulan yang telah
dikernukakan penulis di atas, maka pcnulis
mencoba memberikan saran bagi masalah
rrrno tprirrl i rrirrr.

L. Dalam proses pemberian tanggung
jawab kepada pihak ketiga harus
dilakukan pengawasan intensif
terhadrp kin erla pihak ketige,
kemudian pelaksanaan penzonaan

seharusnya memang benar-benar
melihat letak strategisnya suatu tempat
yang akan dijadikan area parkir, serta
benar-benar menghapuskan pungutan
parkir liar da juga menertibkan parkir
liar. Untuk pembinaan dan pengawasan

terhadap pihak ketiga harus dilakul<an
secara baik dan benar.

2. Hendaknya para pegawai di UPTD
Perparkiran melaksanakan tugas sesuai
dengan tupoksi mereka dan mencari
solusi yang terbaik dalam mengatasi
kendala-kendala yang dihadapi dalam
rangka pengelolaan pemungutan
retribusi pelayanan parkir di Kota
Pekanbaru. Diharapkan kreativitas
para pegawai untuk mengatasi
keterbatasan sarana dan prasarana.
dan Dinas perhubungan, Komunikasi
dan Informatika harus memberikan
sosialisasi kepada petugas parkir atau
pemungut parkir dan memberikan
pelatihan teknis kepada pegawai UPTD
Perparkiran.

3. Perlu adanya baju rompi yang sah
untuk pihak ketiga/petugas parkir
Memberikan reward kepada petugas
parkir yang menyetor retribusi melebihi
yang ditargetkan, berupa upah pungut

4. Perlu adanya karcis berhadiah untuk
konsumen yang selalu menggunakan
lahan parkir dan membayar parkir
sesuai dengan aturan.

5. Perlu diadakan pembenahan parkir
tidak resmi secara rutin dan intensif
sehingga pengelolaan parkir di Kawasan
Pasar Raya lebih optimal clan anran.
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